
BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINS! MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 28 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang a. Bftwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban 

Fhaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, penjabaran pertanggungjawaban 

piaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

pedapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

1 

/ 



Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangn scbagaimana dimaksrd dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranRendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 60 Thun 1958 tentang Peneapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerai Swatantra Tingkat II lam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tun 1957 Nomor 80, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesie 'Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Thun 1999 tentang Penylenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran N«gera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Thrun 2003 tentang Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembamn Negara Republik Indaesia Nomor 4286); 

4. Undang Undang Nomor l Taiun 2004 tentang Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tam bahan Lenbaran Negara Republik hdonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Thun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nan0r 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
. . . 

7. Undang-Undang Nomor 33 Thun 2004 tentang Perinbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah [Lembaran Negara publik Indonesia Tahr 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
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8. Undang-ldang Nomor 28 Tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2009 Nomor 130,am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang ~dang Nomor 12 Tahm2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera 

Republik donesia Tahun 2011 Nm.or 82, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-dang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nonur 244, Tambahan Len~ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali diubi terakhir dengan Undeg- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23Tahun 2014 tentang merintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
TambahanLembaran Negara Reputiik Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturanemerintah Nomor 109 hun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Inderesia Tahun 2000 Noror 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12. PeraturanPemerintah Nomor 23 TMun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umur (Lembaran Negara 
Republik hdonesia Tahun 2005 N@or 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. PeraturanPcmerintah Nomor 55 Tiun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomur 137, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal [embaran Negara Repuk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 4585); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tulmn 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahut 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 200i Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nom-6r Nomor fil 'Il'ahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Pronkoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahm 2010 tentang Perubahan Ats Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Drah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Taham 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahu 20l1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom1or 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Noroor 5272); 

23. Peraturan Pemerintahan Nomor 83 Tarun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada lartai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republiklhdonesia Nor or 5351); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom1or 5533); 

25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 

26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 te:tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2015; 
30. Peraturan Daerah Noor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45); 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63); 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 0I Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerab Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 

2013 Nomor 159); 

5 



4 

34. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggan 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 

Nomuor 196); 

35. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentsng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran DaerahKabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 188); 

36. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (LembaranDaerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 197); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERA'URAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELAJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TARUN ANGGARAN 2018. 

Pasa 1 

Realissi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahnn Anggaran 2018 terdiri dari: 

1. Perlapatan 
a. endapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Rp. 59.820.016.826,22 
Rp.1.302.593.073.652,00 
Rp 259.917.742.865,35 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.622.330.833.343,57 
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2. Belanja 

a. Belarg Tidak Langsung 
1) Belmja Pegawai 
2) Betenja Bunga 
3) Beja Subsidi 
4) Be!mja Hibah 
5) Belsnja Bantuan Sosial 
6) Beirnja Bagi Hasil 
7) Belmja Bantuan Keuangan 
8) Behrnja Tidak Terduga 

b. Belanj Langsung 

1) Belmja Pegawai 

2) Belmja Barang dan Jasa 

3) Belnja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Rp. 667.979.212.751,00 
Rp 0,00 
Rp. 3.399.538.000,00 
Rp. 15.175.900.000,00 
Rp. 6.654.443.118,00 
Rp. 0,00 
Rp. 237.210.707.153,00 
Rp. 550.358.000,00 

Rp 29.651.350.868,00 

Rp. 266.585.639.338,45 

Rp. 345.096.715.810,00 

Rp. 930.970.159.022,00 

Rp. 641.333.706.016,45 

Rp. 1.572.303.865.038,45 

Rp. 50.026.968.305, 12 

3. Pembiayam 

a, Penerimaan 

b. Pengeiaran 

Jumlah PembiayaaNetto 

Sisa I±bih Pembiayaan Anggam Tahun Berkenaan 

Rp. 46.310.859.630,07 

Rp. 0,00 

RD. 

Rp. 

46.310.859.630,07 

96.337.827.935, 19 
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Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran selagaimana dimaksud pada Pasal l tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpiahkan. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran 
Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran selagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpiahkan. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal, 12 Oktober 2019 

BUPAT ALUKU TENGAH,11 

Diundangkan di Masohi 

pada tanggal, 12 Oktober 2019 
'  tsEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENG 

RAKIB SAHUBAWA 
BERJTA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR: 447 
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